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KATAPENGANTAR 

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkab, hidayab dan rahmatnya 

sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul "DEPOSITO 

MUDHARABAH SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN PADA BANK 

S Y ARIAH" tepat waktu 

Dalam skripsi ini membahas tentang lembaga jaminan yang 

digunakan pada deposito mudharabah pada Bank syariah dimana dalam bab 

ini mengkaji tentang deposito sebagai salah satu bentuk simpanan pada 

Bank Syariah dan 1embaga jaminan yang digunakan serta hukumnya pada 

deposito mudharabah. Selain itu juga dibahas tentang upaya yang dilakukan 

Bank Syariah jika nasabah pembiayaan yang menjaminkan deposito 

mudharabah melakukan wanprestasie. Dalam bab ini membahas tentang 

karakteristik pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah serta upaya yang 

dilakukan Bank Syariah untuk rnengatasi pembiayaan bermasalah pada 

nasabah pembiayaan yang menempatkan deposito mudharabah sebagai 

Jamman. 

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak mendapat dukungan dan 

bantuan dari para pihak karena itu penu1is ingin menyampaikan rasa 

terimakasih pada : 

1. Bapak H. Machsoen A1i, S.H. ,M.H., selaku Dekan Fakultas 

hukum Universitas Air1angga. 

2. Bapak M. Zaidun S.H., M.Si., selaku Pembantu Dekan I 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 
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3. Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku dosen 

Pembimbing 

Bu, terimakasih sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran, 

semangat dan semua bantuannya, semoga Allah membalas 

semua kebaikan ibu lebih besar, amin .. 

4. Ibu Dra. Hj Soendari Kabat S.H. ,M.Hum, Bapak Gianto A1 

Imron S.H., M.H dan Bapak Abdul Shomad S.H.,M.H selaku 

panitia penguji yang telah membantu menyempurnakan 

penulisan skripsi ini. 

5. Ibu dan bapakku dirumah, maturnuwun doanya dan 

semangatnya saat aku bingung di surabaya serta usahanya 

yang membuat aku malu jika tidak melakukan sebaik­

baiknya, Mbak Tiar n Baby Cute's Sister (adekku) yang 

sering mendengarkan ceritaku saat aku pulang kampung dan 

sms lucunya, mbak Yuni yang selalu membantuku jika 

ketikanku nggak bener. 

6. Buat Ty (Sisty) trims iming-iming lulus duluannya saat aku 

males menge:rjakan skrpsi ini sehingga aku tambah 

semangat!!! Na (Anna PB) yang mau dengerin ceritaku dan 

selalu puny a bahasa tersendiri untuk berbicara, Us-us (Euis) 

Tengkyu atas semua kritikanmu, telingamu, semangatmu, 

kamannu ( tempat aku mendongeng) dan semua kenangan 

kita. 

7. Diar, syifa. Indee, Ci (Suci) terimakasih dengan aklian aku 

menjadi sedikit feminim, maaf ya... jika ada kelakuanku 

yang buat kalian tersakiti. Untuk Ayik, tengkyu selama ini 

udah mau aku repoti dengan ceritaku dan paksaanku. 

8. Temen-temen kosku, terimaksih berkat kalian aku tidak 

kesepian di Surabaya dan Sukses menggemukan badan 

walaupun aku banyak pikiran. 
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9. Temen-temen yang dulu seasrama denganku, terimakasih 

karena kalianlah aku asdar bahwa manusia hidup dengan 

membawa "corak" masing-masing. 

10. Temen-Temen di Malang, Acik, Restel, Cici, Elyn, Apel 

Wida dan Nuryasih serta ibu guru Rini, terimakasih sudah 

mau meluangkan waktu dan tempat kalian ceritaku dan 

refreshingku, kalian bukan hanya temen bagiku. 

11. Temen-Temen di tempat Tinggal kedua di Gubeng Jaya, 

terimakasih sudah membuat aku mengerti tentang 

persahabatan, setia kawan, politik dan tentang bersikap. 

Politik tuh mbulet ya???? 

12. Seseorang di jogja yang selalu memberiku semangat untuk 

jadi lebih baik dan selalu menanyakan kemajuan skripsiku, 

tengkyu mas, apalagi saat aku grogi nunggu di panggil untuk 

pendadaran ( sesekali pake bahasamu yo .. . )dan terimakasih 

juga puasanya, pokoknya trims untuk segalanya 

13. Dan semua dukungan para pihak yang tidak dapat saya 

ucapkan satu ersatu. . 
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Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan belum sempurna. Oleb karena itu, diperlukan selalu saran 

dan kritik demi penyempumaan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini bennanfaat bagi selurub civitas akademika 

fakultas Hukum Airlangga dan pembaca pada umumnya. 

Surabaya, Desember 2005 

Penulis 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah 

Banyaknya muslim di Indonesia membuat munculnya kebutuhan akan bank 

yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah. Awalnya pada Undang­

undang no 7 Tahun 1992 tentang perbankan tidak disebutkan dengan jelas istilah 

syariah, hanya menggunakan istilah bagi basil akan tetapi setelah diundangkannya 

Undang-Undang No 10 tabun 1998 tentang perubaban Undang-Undang no 7 

Tabun 1992 (yang selanjutnya di sebut Undang-Undang Perbankan) disebutkan 

dengan tegas yaitu " bank berdasarkan prinsip syariah " untuk selanjutnya disebut 

Bank Syariah. Bank Syariab ini muncul karena adanya pendapat dari masyarakat 

]slam bahwa bunga bank konvensional adalah riba, padabal riba ini bukumnya 

haram, akan tetapi Bank Syariah ini memiliki fungsi yang sama dengan Bank 

Konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi, yang di atur pada pasal 3 

Undang-Undang Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan dana-dana itu ke masyarakat yang membutubkannya dalam bentuk 

fasilitas pembiayaan. Bedanya, Bank Syariab dalam pengambilan keuntungan 

pada kegiatannya berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian bukan 

dari bunga. 

Pada dasamya Bank Syariah dalam operasionalnya memiliki prinsip : 

1 
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1. Prinsip Simpanan Murni ( al- wadiah ) 

Prinsip simpanan murni merupak:an fasilitas yang diberikan Bank Islam 

untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk 

menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiah bisa diberikan untuk tujuan 

investasi guna menambahkan keuntungan seperti halnya tabungan dan 

deposito. Dalam dunia perbankan konvensional al-wadiah identik dengan 

guo. 

2. Prinsip Bagi Hasil ( Syirkah ) 

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian basil usaha 

untuk penyedia dan dengan pengelola dana. Pembagian basil usaha ini dapat 

terjadi antara Bank dengan penyimpan dana, maupun antara Bank dengan 

nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah 

mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat 

digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan ( tabungan deposito ) 

maupun pembiayaan , sedangkan musyarakah lebih banyak pembiayaan. 

3. Prinsip jual beli ( at-tijarah) 

Prinsip ini merupakan suatu sistem menerapkan tata cara jual beli, dimana 

Bank akan memberikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau 

mengangkat nasabah sebagai agen Bank melakukan pembelian barang atas 

nama Bank, kemudian Bank menjual barang tersebut pada nasabah dengan 

harga sejumJah harga beli ditambah keuntungan ( margin ) 
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4. Prinsip Sewa (al-ijarah ) 

Prinsip sewa ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis : ( 1) Ijarah, sewa 

murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat - alat produk lainnya 

(operating lease). Dalam teknis perbankan, Bank dapat membeli dahulu 

equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu 

dan banya yang telah disepakati kepada nasabah. (2) Bai al-tal~jiri atau 

ijarah a/ muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, 

dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa 

sewa (financial lease). 

5. Prinsip Jasa ( al-ajr walumu/lah ) 

Prinsip ini meliputi seluruh layanan pembiayaan yang diberikan Bank. 

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, 

kliring, Inkaso, Jasa, Transfer dll. Secara Syariah prinsip ini didasarkan pada 

konsep al- ajr walumullah. 1 

Dalam operasionalnya, Bank Syariah memiliki produk dan dikelompokan jadi tiga 

kelompok yaitu : 

1. Produk Penghimpunan dana 

Produk penghimpunan dana terdiri dari pnns1p wadiah dan pnns1p 

mudharabah. 

1
. Wudrajad Kuncoro, Manajemen Bank Syariah, UPP AMP YKPN, Y ogyakarta, h 85 
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2. Produk Penyaluran dana 

Produk: penyaluran dana terdiri dari prinsip jual beli, pnns1p sewa, dan 

prinsip bagi hasil. Produk penyaluran dana pada Bank Syariah dikenal 

dengan pembiayaan. 

3. produk J asa 

produk: jasa ini dioperasionalkan dengan pola Alih Piutang (al-hiwa/ah ), 

Gadai ( rahn ), Al-qardh ( pinjaman kebaikan ), wakalah, dan kafalah. 

Dalam hal ini deposito termasuk: pada produk penghimpunan dana dengan 

menggunakan prinsip mudharabah. Nasabah menyimpan uangnya di Bank Syariah 

dan Bank Syariah menggunakan sebagai pembiayaan. Pada deposito mudharabah 

hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati. 

Deposito yang di perpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sarna seperti 

deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis 

maka kita tidak perlu di buat akad baru. 

Produk penyaluran dana oleh Bank Syariah di kenal dengan pembiayaan. 

Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis sesuai 

dengan pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan : 

1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 

Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

mendalarn atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor 

untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud 

sesuai dengan yang dipeijanjikan 
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2) Bank umum wajib memenuhi dan menerapkan pedoman perkreditan dan 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang 

ditentukan Bank Indonesia. 

Jadi Bank Syariah harus melakukan analisis atau penilaian seksama 

terhadap watak , kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha yang biasa 

disebut dengan 5 C. Analisis 5 C ini merupakan salah satu dari prinsip kehati­

hatian. Bank Syariah melakukan analisis karena dana yang disalurkan pada 

pembiayaan Bank Syariah adalah bukan dana sendiri tapi dana masyarakat, 

sebagaimana diatur pada pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Perbankan bahwa dalam 

memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan 

usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan 

kepentingan nasabah yang memepercayakan dananya kepada Bank. 

Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisa adalah 

Colateral ( agunan ) mengingat agunan merupakan second way out bilamana 

nasabah wanprestasi. Sehingga agunan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan 

bank. 

2. Cara yang dilakukan Bank untuk mengantisipasi kemungkinan 

terjadinya kagagalan usaha atau proyek yang dibiayainya. 

3. Cara untuk mendorong nasabah agar mau bersungguh-sungguh 

dalam melaksanakan atau mengelolah proyeknya yang ikut 

dibiayai Bank. 
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4. Pengganti pembayaran apabila nasabah tidak dapat memenuhi 

kewaj ibannya kepada Bank, misalnya dijual melalui lelang umum 

dan berbagai cara lain sesuai dengan ketentuan serta perundang-

undangan yang berlaku. 
2 

Agunan didalam penjelasan Undang-Undang Perbankan menyebutkan 

bahwa agunan bisa berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan 

kredit yang bersangkutan. 

Menurut Soebekti, jaminan yang ideal adalah : 

1) Dapat secara mudah membantu perolehan secara kredit oleh pihak yang 

memerlukannya. 

2) Tidak melemahkan potensi ( kekuatan ) s1 penenma kredit untuk 

melakukan ( meneruskan ) usahanya. 

3) Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa yaitu bila perlu 

mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitur. 3 

Arti jaminan dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan 

adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk 

melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi maksud jaminan 

menurut Soebekti sama dengan agunan. Sedangkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku sepeti dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia, maka yang dimaksud dengan agunan yang ideal yaitu agunan 

yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi surat berharga dan atau 

tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai 

2 Lukman Dindawijaya, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Jakarta,2000,h 94 
3 Soebekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menu rut Hukum Indonesia, 

Cetakan ketiga, Bandung : AJumni, 1986,h 29 

- - ------------------
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peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemerintahan yang 

berkompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk 

dijadikan uang tunai. 

Selain dijadikan investasi, deposito bisa juga dijadikan sebagai 

Jamman karena melihat pada syarat dan ketentuan jaminan diatas. Deposito 

mudharabah bisa dijadikan jaminan karena selain mudah dicairkan menjadi uang 

tunai, deposito juga tidak melemahkan potensi debitur. Dikarenakan deposito 

mudharabah semakin lama jangka waktu pengambilannya, semakin besar pula 

nilai deposito mudharabah sehingga memberikan kesempatan pada calon debitur 

untuk memperoleh dana kredit yangjumlahnya lebih besar. 

yaitu: 

Dari pemaparan latar belakang ini, bisa diambil rumusan masalahnya 

1. Apakah deposito mudharabah bisa digunakan sebagai jaminan 

pembiayaan di Bank Syariah ? 

2. Apa yang dilakukan Bank Syariah dalam penyelesaian pembiayaan 

bermasalah dengan agunan deposito mudharabah ? 

1.2 Penjelasan Judul 

Agar tidak menyimpang dari rumusan permasalahan dan tidak 

terlalu meluas, maka diperlukan penjelasan judul. 

Judul skripsi ini adalah 

" Deposito Mudharabah sebagai Jaminan pembiayaan pada Bank 

Syariah" 
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Adapun yang dimaksud dengan " deposito " sesuai dengan pasal 1 

angka 7 Undang-Undang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan 

dengan Bank. 

Adapun arti dari mudharabah adalah berasal dari kata dharb 

berarti memukul atau berjalan. Penyertaan memukul atau berjalan lebih tepatnya 

adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara 

teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (seratus persen), sedangkan 

pihak lainnya menjadi pengelolah (mudharib)4 

,, jaminan , pada pasal 2 (1) Surat Keputusan Direksi Bnak 

Indonesia no 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 tentang Jaminan 

Pemberian Kredit adalah keyakinan Bank atas kesanggupan debitur untuk 

melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Pada skripsi ini kata jaminan lebih lanjut menggunakan istilah 

Agunan 

, agunan ,, pada pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan 

adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam 

rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 

, Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah , sesuai dengan pasal 1 

angka 12 Undang-Undang Perbankan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar Bank 

4 Muhammad Syafi ' i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet I, Gema Insani 
Press, Jakarta, 200l.h. 95 
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Adanya kenyataan ini menyebabkan penulis ingin mengetahui 

lebih dalam ketentuan dan proses deposito sebagai jaminan pada pembiayaan 

yang masuk pada produk penyaluran dan karena disisi lain deposito mudharabah 

masuk pada produk penghimpunan dana. 

1.4 Tujuan Penulisan 

Dalam skripsi ini ada tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu : 

1. untuk mengetahui apakah deposito mudharabah bisa digunakan sebagai 

jaminan pada pembiayaan Bank Syariah. 

2. untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bank Syariah jika terdapat 

pembiayaan bermasalah dengan agunan deposito mudharabah. 

Selain itu diharapkan skripsi ini dijadikan sumbangan pemikiran yang bermafaat 

baik penulis sendiri, mahasiswa lainnya maupun masyarakat pada umumnya. 

1.5 Metode Penulisan 

a. Pendekatan Masalah 

Dalam skripsi ini untuk menjelaskan masalah-masalah yang menjadi 

pokok permasalahan dilakukan pendekatan masalah dengan cara yaitu : 

I. Statute Approach 

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan dan aturan 

yang berkaitan dengan perbankan syariah khususnya tentang 

deposito mudharabah beserta lembaga jaminannya pada 

pembiayaan Bank Syariah. 
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2. Conseptual Approach 

Pendekatan terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian dengan berdasar konsep-konsep atau pendapat para 

sarJana. 

b. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini meliputi : 

Bahan hukum primer terdiri dari Al-Quran, Al-Hadist, peraturan 

perundang-undangan seperti Undang-Undang Perbankan, Peraturan 

Bank Indonesia, dan BW. 

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur yang berkaitan 

dengan deposito mudharabah beserta lembaga jaminannya pada Bank 

Syariah. 

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah studi 

pustaka dengan mempelajari dan menganalisis bahan hukum primer 

yaitu Al-quran, Al-Hadist, Peraturan Perundang- undangan serta bahan 

hukum sekunder berupa literatur-literatur dan pendapat para ahli yang 

berkaitan dengan permasalahan. 

d. Analisa Bahan Hukum 

Setelah bahan hukum dikumpulkan selanjutnya bahan hukum di 

klasiflk:asikan dan di uraik:an secara sistematis, berdasarkan bab - bab 

dan sub bab pada rurnusan masalah dalam skripsi ini, ini dilakuk:an agar 

pembahasan masalah ini menjadi mudah. 

--------------- - --
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1.6 pertanggungjawaban Sistematika 

Dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 ( empat ) bab yaitu : 

Bab I: Bab ini merupakan pendahuluan dari skripsi ini, yang 

terdiri dari Latar Belakang dan rumusan masalah, 

penjelasan judul, alasan pemberian judul, tujuan 

penulisan serta metodologi. 

Bab ll : Berisi pembahasan dan pengkajian tentang karakteristik 

deposito mudharabah dan lembaga jaminan yang 

dipergunakan pada pembiayaan di Bank Syariah. 

Bab III : Membahas upaya yang dilakukan Bank Syariah Jika ada 

nasabah pembiayaan yang menempatkan deposito sebagai 

agunan melakukan wanprestasi. 

Bab IV : Bab ini merupakan penutup dari skripsi yang terdiri atas 

kesimpulan dan saran. 



BABII 

LEMBAGA JAMINAN YANG DIPERGUNAKAN P ADA DEPOSITO 

MUDHARABAH 

2.1 Deposito Mudharabah Sebagai Salah Satu Bentuk Simpanan. 

Salah satu produk penghimpunan dana pada bank syariah adalah deposito. 

Yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan dengan 

prinsip syariah. Dalam hal ini, dewan syariah nasional MUI telah mengeluarkan 

fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang 

berdasarkan prinsip mudharabah. 5 

Mudharabah adalah suatu transaksi yang melibatkan sekurang-kurangnya 

dua pihak yaitu : 

1. pihak shahibul maal yaitu pihak yang memiliki dan menyediakan modal 

guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. 

2. pihak mudharib yaitu pihak pengusaha yang memerlukan modal dan 

menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari shahibul 

maal. 

Dalam mudharabah juga bisa melibatkan lebih dari dua pihak, karena 

dalam transaksi mudharabah bisa terjadi bahwa baik shahibul maal maupun 

mudharib lebih dari satu.6 

Mudharabah memiliki dua jenis yaitu mudhrabah mutlaqah dan 

mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah memiliki sifat tidak terbatas, 

5 Adiwarman karim, Bank Islam analisis fiqh dan keuangan edisi kedua, Jakarta, 
RajaGrafindo Persada, 2004, h.277 

6 Sutan Remi Syahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 
Perbankan Indonesia, grafiti, 1999,h.26 

13 
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pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada mudharib untuk 

menginvestasikan atau memutar uangnya. Sedangkan mudharabah muqayyadah 

bersifat terbatas, pemilik dana memberi batasan. Shahibul maal dapat juga 

mensyaratkan kepada mudharib untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana 

a! Mudharabah. 7 

Unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah yaitu 

kepercayaan dari shahibul maal kepada mudharibnya karena dalam transakasi ini, 

shahibui maal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak 

boleh ikut cam pur dalam pengelolahan proyek atau usaha yang notabene di biayai 

dengan dana shahibul maal tersebut. Paling jauh shahibul maal hanya boleh 

memberikan saran-saran tertentu kepada mudharib dalam menjalankan usaha atau 

mengelolah proyek atau usaha tersebut. Apabila usaha tersebut mengalami 

kegagalan, sehingga karena itu terjadi kerugian yang sampai mengakibatkan 

sebagian, atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan shahibul maal habis, maka 

yang menanggung kerugian keuangan hanya shahibul maal sendiri , sedangkan 

mudharib sama sekali tidak menanggung dan tidak harus mengganti kerugian atas 

modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat 

kecurangan yang dilakukan oleh mudharib. Mudharib hanya menanggung 

kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah 

dicurahkan selama mengolah proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan 

kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang 

7 Muhammad, Manajemen Bank Syariab, Yogyakarta, UPP AMKP YKPN, 2002, h. l04 
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berdasarkan peiJanJian mudharabah yang dipetjanjikan.8
. Tetapi dengan 

diberlakukan Undang - Undang perbankan, maka selain kepercayaan pada 

nasabah pembiayaan, juga diperlukan agunan dalam pemberian dana pembiayaan 

pada nasabah. Jadi menurut Sutan Remy Syahdeini yang menyatakan babwa 

shahibul maal dalam memberikan pembiayaan tidak boleh meminta agunan dan 

ikut campur dalam pengelolaan proyek yang dibiayai dengan dana dari shahibul 

maal tersebut tidaklah tepat karena dana yang diberikan oleh bank syariah sebagai 

shahibul maal bukan dananya sendiri tetapi dana dari nasabah yang lain. Jika 

tidak ada agunan di khawatirkan dana pembiayaan yang diberikan jadi 

pembiayaan bermasalah sehingga dapat merugikan pihak bank dan juga nasabah 

yang lain. 

Sesuai dengan karakteristik mudharabah, deposito mudharabah juga 

memiliki dua jenis yaitu deposito mudharabah mutlaqah dan deposito 

mudharabah muqayyadah. Kedua jenis ini memiliki kesamaan dalam pembayaran 

bagi basil yaitu dengan melalui dua metode antara lain: 

1. Anniversary Date 

a. Pembayaran bagi basil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu 

pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito. 

b. Tingkat bagi basil yang dibayarkan adalah tingkat bagi basil tutup 

buku bulan terakhir. 

c. Bagi basil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke 

rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan. 

8 Sutan Rerny Syahdeini, Op. cit, h.28 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 

I 
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2. End of Month 

a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu 

pada tanggal tutup buku setiap bulan. 

b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari efektif 

termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal 

pembukaan deposito. 

c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proposional hari efektif 

tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil 

yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan 

terakhir. 

d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kelender yang 

bersangkutan ( 28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari ). 

e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke 

rekening lainnya sesuai permintaan deposan. 9 

DEPOSITO MUDHARABAH MUTLAQAH 

Pada deposito jenis ini, bank syariah memiliki hak dan kebebasan 

sepenuhnya untuk menginvestasikan dana deposito ke berbagai sektor bisnis yang 

diperkirakan akan memperoleh keuntungan. 

Apabila pencairan deposito mudharabah mutlaqah dilakukan sebelum 

jatuh tempo, maka bank syariah bisa mengenakan denda (penalty) kepada nasabah 

9 Adiwarman Karim, Op. cit, h.279 
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yang bersangkutan. Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan pada 

nasabah pada saat pembukaan deposito mudharabah mutlaqah. 

DEPOSITO MUDHARABAH MUQA YY ADAH 

Bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam 

menginvestasikan dana deposito jenis ini ke berbagai jenis sektor bisnis yang 

diperkirakan akan memperoleh keuntungan. 

Penggunaan dana deposito mudharabah muqayyadah tnl terdapat dua 

metode, yaitu : 

1. Cluster Pool ofFund 

Y aitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri 

bisnis. Dan pembayaran bagi hasil deposito ini dilakukan secara bulanan, 

triwulanan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati. 

2. Specific Product 

Yaitu penggunaan dana untuk proyek tertentu yang bagi hasilnya 

disesuaikan dengan arus kas proyek dana yang disepakati .10 

Selain dapat dikenakan denda (penalty) pada pencairan deposito 

muqayyadah sebelum jatuh tempo, juga terdapat ketentuan dalam pencairan 

deposito yaitu : 

a. Untuk metode cluster, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito 

mudharabah muqayyadah dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum 

jatuh tempo yang disepakati dalam akad. Akibat tidak terpenuhinyajangka 

10 Ibid, h.281 
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wak:tu akad, bank mengenakan denda (penalty) sesuai klausul denda yang 

disepakati dalam akad. 

b. Untuk specific product, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik sebelum 

jatuh temponya dapat dikonfmnasi dan persetujuan tertulis dari bank. 

Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila 

memberatkan bank. Dalam hal bank menyetujui pencairan sebelum jatuh 

tempo, bank dapat mengenakan denda (penalty) sesuai kesepakatan. 

Klausul denda ini harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada 

saat pembukaan deposito mudharabah muqayyadah semua jangka waktu (1, 3, 6, 

dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. 1 1 

Jika deposito mudharabah dijadikanjaminan kebendaan pada pembiayaan 

maka lahirlah hak kebendaan adapun ciri-ciri hak jaminan kebendaan yaitu : 

1. mempunyai hubungan langsung dengan I atas benda tertentu milik debitur. 

2. dapat dipertahankan maupun ditujukan pada siapa saja (semua orang) 

3. mempunyai sifat droit de suite, artinya hak terse but mengikat bendanya di 

tangan siapapun berada. 

4. yang lebih dulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi 

5. dapat dipindahkan I dialihkan kepada orang lain. 

Atas dasar ciri - ciri tersebut, maka benda pada jaminan kebendaan, harus benda 

yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual ( ekonomis ). 12 

II Ibid, h. 283 
12 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2002, h.13 
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2.2 Lembaga Jaminan 

Pembiayaan berdasarkan syariah yang di berikan, bank syariah harus 

mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam yaitu analisa 5 C, 

Salah satu yang dianalisa adalah colateral atau agunan. 

Sumber perlunasan pembiayaan yang utama dalam perbankan ialah usaha 

nasabah pembiayaan sedangkan agunan merupakan sumber pelunasan yang 

terakhir atau disebut second way out. Yang menghasilkan pendapatan (revenue) 

yang disebut first way out dan. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah bank 

berhak menjual barang agunan yang di bebani dengan hak jaminan dan 

mengambil hasil penj ualan atas barang tersebut sebagai sumber perlunasan 

pembiayaan sampai jumlah kredit yang terutang. Undang-undang men genal em pat 

jenis hak jaminan yaitu hak tanggungan, hipotik, gadai, dan fidusia. Keempat 

lembaga jaminan tersebut dipergunakan oleh Bank Syariah pada saat menetapkan 

lembaga jaminan apa yang dibebankan atas benda milik nasabah atau milik pihak 

ketiga yang diserahkan sebagai jaminan. 

Dengan demikian jelaslah bahwa pada bank syariahpun peraturan 

perundangan menentukan hak jaminan bisa diterapkan sepanjang belum ada 

ketentuan khusus pada bank dengan prinsip syariah. 13Dalam hal ini deposito dapat 

dijadikan sebagai agunan pada pembiayaan berdasarkan syariah dengan gadai 

sebagai lembaga jaminannya. 

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu 

barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh 

13Trisadini P dkk, Aplikasi Fidusia dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah, 
Lembaga penelitian Universitas Airlangga, 2002, h.l3 
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orang seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si 

berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 

didahulukan daripada orang - orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya 

untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk melelang 

barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya 

setelah barang itu digadaikan, biaya - biaya mana harus didahulukan 14 

Perjanjian gadai merupakan perjanjian accessoir atau perjanjian tambahan. 

Perjanjian accessoir ini bisa batal jika perjanjian-perjanjian pokoknya (dalam hal 

ini adalah perjanjian hutang piutang atau perjanjian pembiayaan dalam perbankan 

syariah) batal. Akan tetapi jika perjanjian gadainya batal, bukan berarti perjanjian 

pokoknya tidak berlaku. Dengan kata lain, pada perbankan syariah, perjanjian 

pembiayaan tetap berlaku walaupun ketentuan-ketentuan deposito mudharabah 

sebagai agunan atas pembiayaan melanggar aturan, hanya saja tagihan pada 

pembiayaan tersebut menjadi tagihan konkuren jika tidak ada dasar preferensi 

yang lain. 

Dengan demikian perJanJtan gadai sebagai peiJanJtan access01r 

mempunyai ciri antara lain : 

1. tidak dapat berdiri sendiri 

2. adanya I timbulnya maupun hapusnya tergantung pada perikatan pokoknya 

3.apabila perbuatan pokoknya dialihkan, accessoir turut beralih 15 

jarninan gadai lahir bukan karena undang-undang, tetapi jaminan gadai 

lahimya harus diperjanjikan. Perjanjian gadai tersebut sah , bilamana memenuhi 

14 Lihat pasal 1150 BW 
15Satrio, bak jaminan, hak-hak jaminan kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2002 h.lO l 
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syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW yaitu untuk 

sahnya perjanjian diper1ukan empat syarat : 

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. suatu hal tertentu 

4. suatu sebab yang halal 16 

Dalam pasal 1151 BW dikatakan bahwa perjanjian gadai dapat di buktikan 

dengan segala alat bukti yang diperbolehkan bagi persetujuan pokoknya karena 

persetujuan pokoknya bisa berupa perjanjian obligatoir yang manapun, tetapi 

umurnnya berupa perjanjian hutang piutang dan prinsipnya perjanjian obligatoir 

bentuknya adalah bebas, bisa lisan, bisa tulisan, bisa otentik maupun di bawah 

tangan maka perjanjian gadaijuga tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu. 17 

Dari perumusan pasal 1150 BW, kita tahu bahwa para pihak yang terlibat 

dalam perjanjian gadai ada dua yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, 

disebut pemberi gadai, sedangkan pihak lain, kreditur, yang menerima jaminan 

disebut penerima gadai. Karena jaminan tersebut urnurnnya, dipegang oleh 

kreditur, maka ia disebut kreditur pemegang gadai. Akan tetapi, tidak tertutup 

kemungkinan bahwa atas persetujuan para pihak, benda gadai dipegang oleh 

pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut disebut pihak ketiga pemegang gadai. 

Pasal 1156 BW berbicara tentang " si berhutang " atau " si pemberi gadai 

", yang berarti, bahwa orang dapat menggadaikan barangnya untuk rnenjamin 

hutang orang lain, atau di balik, orang dapat mempunyai hutang dengan jaminan 

16 Lihat pasal 1320 BW 
17 Ibid h. 100 
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gadai barangnya orang lain. Kalau debitur sendiri yang memberikan jaminan, 

maka ia di sebut debitur pemberi gadai, sedangkan kalau benda jaminan adalah 

milik dan di berikan oleh pihak ketiga, maka disana ada pihak ketiga pemberi 

gadai.18 

Walaupun lembaga jaminan gadai berasal dari hulrum barat, dalam 

pembiayaan di bank syariah bisa digunakan asalkan dalam gadai tidak 

mengandung unsur riba ( bunga ), gharar ( ketidak pastian ), maisy ir ( judi 

)karena ketiga komponen ini di larang pada syariat Islam. 

Hukum Islam secara garis besar mengenal sumber hukum yaitu sumber 

hukum yang bersifat "naqly" dan sumber hukum yang bersifat "aqly". Sumber 

hukum naqly ialah al quran dan as sunah. Sumber hukum yang bersifat aqly ialah 

usaha menemukan hukum dengan mengutamakan oleh pikir dalam bentuk 

"ijtihad" dengan beragam metodenya. Surnber hukum yang mengutamakan oleh 

pikir ini terkait erat dengan istilah "fiqih " dan perkembangan penerapan hukum 

Islam di berbagai kawasan dunia tak terkecuali indonesia.19 

Dalam hukum Islam terdapat maqasid asy-syar-iyah yang berisi maksud 

dan tujuan dari di syariatkan hal tersebut. Guna rnencapai tujuan itu, syariat Islam 

ada yang bersifat dinamis dalam artian dapat berubah sesuai kebutuhan sosial atau 

kontektual. Secara teoritis dalam ilmu hukum Islam (ilmu figh) dikenal adanya 

nash qoth 'i dan nash dhonni. Nash qoth 'i tertutup untuk diadakan penafsiran 

sedangkan nash dhonni terbuka peluang penafsirannya. 

18Ibid h. 89 
19Trisadini P. Usanti dkk, Opcit h. 13 
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Ketentuan tentang muamalah khususnya yang menyangkut masalah 

perbank:an kebanyakan bersifat dhonni, sehingga terbuka kemungkinan untuk 

diijtihadkan sesuai kebutuhan zaman. Dalam konteks yang demikian, kontrak 

yang sebagian berdasarkan "sunnah" Nabi dan praktek sahabat nabi pada awal 

Islam di Arabia bisa di aplikasikan prinsip-prinsipnya dalam produk perbankan 

dewasa ini. Namun terbuka luas untuk di aplikasikan sepanjang masih dalam 

koridor yang di perkenankan. Harus diakui praktek nabi itu merupakan kontrak 

yang sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ekonorni saat itu yang masih 

belum komplek. Jika berpedoman secara kaku terhadap praktek saat ini, maka 

transaksi bisnis hanya akan berjalan dengan sederhana saat itu. Padahal Nabi 

Muhammad SAW pemah bersabda : Antum a 'lamu bi umuri dun-yakum ( kamu 

sekalian lebih tahu urusan duniamu). Suatu ketentuan syariat ( hukum Islam ) 

harus dilihat dalam dhruf atau kondisi saat itu dan jangan sampai bentuk 

formalitas yang dirumuskan karena melihat kondisi saat itu menjadi kendala guna 

mencapai tujuan. 

Praktek kontrak yang banyak diaplikasikan dalam bank Islam berasal dari 

model-model kontrak pada abad pertengahan yang di kembangkan oleh para ahli 

hukum saat itu dengan melihat kondisi perekonomian pada abad ini yang begitu 

komplek dan canggih, maka prinsip-prinsip itu harus direforrnulasikan sesuai 

~dengan kondisi saat ini dengan tetap berpedoman pada rambu-rambu yang telah di 

gariskan.Z0 Dan upaya untuk reformulasikan prinsip-prinsip itu termasuk sebagai 

"ijtihad'' sebagaimana yang dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam. 

20 Ibid h. 16 

----- --------------
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UP A YA PENYELESAIAN PEMBIA Y AAN BERMASALAH 

DENGAN AGUNAN DEPOSITO MUDHARABAH 

3. 1. Karakteristik Pembiayaan Bermasalah 

Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan pada nasabahnya wajib 

memantau dan mengkategorikan kualitas pembiayaan dengan tujuan untuk 

mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi pada nasabah dan untuk mengenal 

secara awal sehingga dapat menentukan upaya apa yang dilakukan. 

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi ( 1) 

Aspek Syar' I; (2) Aspek Ekonomi. 

1) Aspek syari ' ah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para 

nasabah bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara 

lain tidak mengandung unsur maisir, ghahar dan riba serta bidang 

usahanya harus halal) 

2) Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal - hal syariah 

bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi 

bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah. 21 

Proses realisasi pembiayaan di bank syariah adalab tidak sernulus yang 

dibayangkan. Karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama 

satu dengan yang lain. Dalarn kenyataannya ada nasabah yang sukses dalam 

mengelolah bisnis namun adapula yang gagal. Keterlibatan pejabat bank syariah 

21 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta, UPP AMP 
YKPN, 2005, h.16 

24 
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dalam hal memantau dan rnengawasi jalannya pembiayaan merupakan suatu 

keniscayaan yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan dana 

masyarakat yang telah diamanahkannya di bank syariah. 

Tujuan dilakukan pengawasan pernbiayaan adalah : 

1. kekayaan bank syariah akan terpantau dan menghindari adanya 

penyelewengan - penyelewengan baik oknum dari luar maupun 

dari dalam bank syariah. 

2. untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di 

bidang pembiayaan. 

3. untuk rnemastikan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana 

usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang di 

tetapkan. 

4. kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapih dan 

mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.22 

Bank Syariah melakukan pengkategorian pembiayaan, piutang dan atau 

qardh berdasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan dan kernarnpuan 

pembayaran. Sehingga kualitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah 

ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu : lancar, kurang lancar, diragukan, 

dan macet. Sedangkan kualitas piutang (murabahah dan istishna, ijarah, sa/am) 

dan qardh di golongkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu: lancar, dalam perhatian 

khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Penilaian terhadap kualitas 

pambiayaan yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada 

22 Ibid, h l63 
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ketetapan pembayaran angsuran pokok dan atau pencapaian rasio antara Realisasi 

Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP). Adapun kualitas pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah berdasarkan kemampuan membayar adalah : 

1. Lancar 

Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu dan atau RP 

sama atau lebih dari 90% PP. 

2. Kurang Lancar 

Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 

90 hari dan atau RP di atas 30 % PP sampai dengan 90 % PP ( 30% 

PP < RP :S 90 % PP ) 

3. Di ragukan 

Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah 

melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari dan atau RP :S 30% PP 

sampai dengan tiga periode pembiayaan. 

4. Macet 

Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah 

melampaui 180 hari dan atau RP :S 30 % PP sampai dengan tiga 

periode pembiayaan. 

Sedangkan untuk kualitas piutang (murabahah dan istishna) dan qardh 

berdasarkan kemampuan membayar adalah : 

1. Lancar 

Pembayaran angsurann tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta 

sesuai dengan persyaratan akad. 
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2. Dalam Perhatian Khusus 

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin 

sarnpai dengan 90 (sembilan puluh) hari. 

3. Kurang Lancar 

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin 

yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 

(seratus delapan puluh) hari 

4. Diragukan 

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin 

yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai 

dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari 

5. Macet 

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin 

yang telah melewati 270 ( dua ratus tujuh puluh) hari . 

Untuk penggolongan kualitas pembiayaan ijarah berdasarkan kemampuan 

membayar : 

1. Lancar 

Pembayaran sewa tepat waktu 

2. Dalam Perhatian Khusus 

terdapat tunggakan sewa sarnpai dengan 90 (sembilan puluh) hari. 

3. kurang lancar 

terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari 

sampai dengan 180 (seratus delapan puluh)hari 
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4. Diragukan 

Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 (seratus delapan 

puluh)hari sampai dengan 270 ( dua ratus tujuh puluh) hari 

5. Macet 

Terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 ( dua ratus tujuh 

puluh) hari. 

Untuk penggolongan kualitas piutang sa/am berdasarkan kemampuan 

menyerahkan barang pesanan : 

1. Lancar 

Piutang salam belum jatuh tempo 

2. Dalam Perhatian Khusus 

Piutang salam telah jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari 

3. Kurang Lancar 

Piutang salam telahjatuh tempo sampai dengan 60 (enam puluh) hari 

4. Diragukan 

Piutang salam telahjatuh tempo sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari 

5. Macet 

Piutang sa/am telahjatuh tempo melebihi 90 (sembilan puluh) hari23 

Adapun faktor - faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah diuraikan 

sebagai berikut: 

• F aktor Intern : 

a. Menyangkut Pihak Bank 

23 Peraturan Bank Indonesia Nomer 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif 
Bagi Bank Syariah 
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1. Kelemahan dalam analisa pembiayaan 

analisa tidak didasarkan pada data yang akurat atau 

kualitas data rendah 

informasi tidak lengkap 

dananya terlalu sedikit 

jangka waktu terlalu lama 

2. Kelemahan dalam dokumen, setiap nasabah debitur 

memiliki dokumen. Yang prosedurnya mulai dari 

permohonan pembiayaan sampai dengan perJanJtan 

pembiayaan. Semua itu teradministrasi. Kemudian petugas 

bank harus melakukan laporan yang harus 

didokumentasikan. Dalam hal ini, bisa jadi bank tidak 

melakukan hal tersebut. 

3. kelemahan dalam supervisi, kurangnya pengawasan atau 

monitoring dari bank setelah adanya pengucuran dana, 

maka dapat menyebabkan penyimpangan - penyimpangan 

yang mengarah pada pembiayaan menjadi bermasalah. 

4. Kecerobohan petugas bank, bank memberikan pembiayaan 

yang besamya melampaui batas kemampuan dari nasabah 

untuk melunasi, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam 

pencapaian target yang pada akhimya nasabah tidak dapat 

mengembalikan dana pembiayaan tersebut. 
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5. kelemahan bidang agunan, kemungkinan disebabkan 

karena bank tidak melakukan supervisi kemudian nilai dari 

agunan tersebut menjadi merosot. Atau bank tidak 

melakukan ikatan secara yuridis dalam agunan sehingga 

pengikatnya menjadi tidak sempuma atau lemah. 

6. kelemahan Sumber Daya Manusia, hal ini biasanya 

berkaitan dengan kurangnya pengalaman si analis dalam 

menganalisa pembiayaan. Adanya kelemahan sumber daya 

manusia ini dapat pula mengakibatkan bank tidak dapat 

melakukan pengawasan secara optimal terhadap 

pembiayaan yang telah diberikan pada nasabahnya, 

sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. 

7. kecurangan petugas bank, kemungkinan adanya kolusi 

antara nasabah dengan pihak bank sehingga membawa 

kerugian bagi bank itu sendiri. 

b. Menyangkut Pihak Nasabah 

1. kelemahan karakter nasabah, dalam hal ini nasabah kurang 

berpengalaman dalam mengelola usaha, bisa jadi 

manajemennya sangat lemah atau kurang berpengalaman 

atau manajemennya cukup baik, tapi kurang memiliki 

kemampuan. 

2. Terganggunya kelancaran usaha, kemungkinan disebabkan 

karena produk nasabah tersebut kalah bersaing atau usaha 



31 

yang digeluti banyak bermunculan sehingga masyarakat 

menjadi jenuh. 

3. Bila nasabahnya tidak jujur dapat terjadi penyembunyian 

keuntungan oleh nasabah. 

4. Nasabah menyampaikan informasi keuangan secara tidak 

teratur. 

5. Side streaming, penyimpangan dalam penggunaan dana 

yaitu nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti 

yang disebut dalam akad. 

• F aktor Ekstem 

1. Adanya kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi 

kondisi pembiayaan. Misalnya pemerintah menetapkan 

kebijakan kenaikan harga bensin, hal ini berdampak pada 

perusahaan yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan 

menjadi lebih banyak. Sehingga harga produk yang 

dihasilkan perusahaan menjadi lebih mahal, sedangkan 

pendapatan masyarakat tetap. Tentunya hal ini mengurangi 

pendapatan perusahaan. 

2. kondisi perekonomian yang buruk. Misalnya pada tahun 

1998 terjadinya krisis moneter yang membuat pemerintah 

mengeluarkan suatu kebijakan untuk melikuidasi beberapa 

bank yang dinilai tidak sehat. Kebijakan tersebut bertujuan 
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untuk mengembalikan kondisi perekonomian agar tidak 

terpuruk. Selain itu banyak juga perusahaan yang pailit. 

3. Adanya bencana alam yang membawa kerugian bagi usaha 

terse but. 24 

Dengan adanya pembiayaan bermasalah ini, berdampak pada bank syariah 

antara lain : 

1. Keuntungan dari bank menurun 

2. Dana cadangan yang dibentuk semakin meningkat 

3. Tingkat kesehatan bank syariah akan turun sehingga reputasinya juga 

ikut turun 

4. Tingkat kesehatan bank syariah turun bisa jadi ijin usahanya akan di 

cabut 

5. Dengan banyaknya aspek pembiayaan bemasalah maka bank dianggap 

dholim pada nasabah penyimpanan dana karena porsi bagi hasilnya 

menurun. 

Karena pembiayaan bermasalah ini memberikan dampak negatif pada bank, maka 

Bank Syariah segera mungkin melakukan penyelesaian pembiayaan 

bermasalahnya. 

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat 

dihindari dalam prosese pembiayaan. Ada dua hal penting yang dibahas adalah : 

a) Analisis dan Penyelesaian Pembiayaan Barmasalah 

24 Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, ITCC, Jatiluhur purwakarta, 1988, 
dikutip dari Tri Sadini P Usanti, penanganan pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, 
Yuridika vol19, no 1 januari- februari, 2004 hal 41 
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Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda 

atau ketidakmampuan peminjam untuk: membayar kewajiban yang telah 

dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu 

menganalisis penyebab permasalahannya. Analisis dan penyelesaian pembiayaan 

bermasalah di bank syariah dapat dilakuk:an dengan langkah - langkah berikut : 

1. Analisis sebab kemacetan. 

Analisis sebab - sebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek 

internal dan ekstemal berikut : 

1. aspek internal 

a. peminjam kurang cakapdalam usaha tersebut 

b. manajemen tidak baik atau kurang rapi 

c. laporan keuangan tidak lengkap 

d. penggunana dana yang tidak sesuai dengan perencanaan 

e. perencanaan yang kurang matang 

f. dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha 

terse but 

2. aspek ekstemal 

a. aspek pasar kurang mendukung 

b. kemampuan daya beli masyarakat kurang 

c. kebijakan pemerintah 

d. pengaruh lain diluar usaha 

e. kenakalan peminjam. 
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2. Menggali potensi peminjam. 

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban 

harus dimotivasi untu memulai kembali atau membenahi dan 

mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu 

digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan 

lebih efektif digunakan 

Hal- hal yang perlu diperhatikan : 

a) Adakah peminjam memiliki kecakapan lain? 

b) Adakah peminjam memiliki usaha lainnya? 

c) Adakah penghasilan lain peminjam? 

3. Melakukan perbaikan akad (remedial) 

4. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan al­

qardul hasan: murabahah atau mudharabah 

5. Penundaan pembayaran 

6 rescheduling (memperkecil angsuran dangan memperpanjang waktu atau 

akad dan margin baru) 

7. Memperkecil margin keuntungan a tau bagi hasif5 

b) Penyitaan Barang Jaminan Pembiayaan 

Jaminan yang dijaminkan nasabah kepada bank syariah dilakukan penalty 

atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank syru:ia_h 

sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan ekse~ 

namun ada pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang 

25 Muhamad, Joe it h 168 
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mengalami kemacetan pembiayaan. Kebanyakan bank syariah lebih 

memberlakukan upaya rescheduling, reconditioning, dan pembiayaan ulang 

dalam bentuk al-qardul has an dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan 

Jammannya. 

Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka 

penyitaan dilakukan kepada nasabah memang nakal dan tidak mengembalikan 

pembiayaan. 

Namun tetap dilakukan dengan cara - cara sebagaimana yang diajarkan 

menurut ajaran islam, seperti : 

1. simpati : sopan, menghargai, dan focus ke tujuan penyitaan 

2. empati : menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan 

nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan 

utangnya. 

3. menekan : tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak 

diperhatikan 

apabila cara ketiga tidak juga diacuhkan oleh nasabah, maka cara - cara yang 

ditempuh adalab dengan terpaksa untuk : 

1. menjual barangjaminan 

prosedur yang dijalankan dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah 

diadakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual 

barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang 

dipinjamkan maka dari salah satu dari kedua belah pihak harus 
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menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan adalah dijual kemudian 

dikonversi lalu ditutupi. 

2. menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman 

prosedur ini hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada perjanjian 

secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai 

peminjaman. 26 

3.2 Upaya Bank Syariah Pada Pembiayaun Bermasalah Dengan Deposito 

Mudharabab Sebagai Agunan 

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa lembaga jaminan deposito 

mudharabah pada pembiayaan Bank Syariah masuk pada lembaga jaminan gadai. 

Gadai ini diatur pada pasal 1150 - 1160 BW. Sehingga apabila terjadi 

pembiayaan bermasalah, maka pihak bank syariah melakukan penyelesaian sesuai 

dengan ketentuan - ketentuan gadai pada BW. 

Menurut pasal 1152 dan 1153 BW objek gadai terdiri atas benda bergerak 

berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Yang dimaksud objek gadai adalah 

benda - benda apa saja yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak 

gadai. 

Untuk surat - surat berharga yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan 

pemberi gadai yang kemudian dikuasai penerima gadai juga disertai surat kuasa 

untuk memperpanjang atau mecairkan bila terjadi debitur ciderajanji.27 

Sehingga apabila terjadi pembiayaan bermasalah dengan jarninan deposito 

mudharabah, maka deposito Mudharabah itu dicairkan untuk kepentingan bank 

26 Ibid, h 170 
27 Sutarno, Aspek - Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung, ALF ABET A, 

2003h 230 
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syariah setinggi - tingginya 100% ( seratus persen ) sesuai dengan nilai 

pembiayaannya karena bank syariah memiliki surat kuasa pencairan. 

Ini tidak bertentangan dengan aturan Gadai pada BW karena pemblokiran 

atau pencairan deposito mudharabah ini merupakan aplikasi dari parate eksekusi 

yang diatur pada pasa11155 ayat (1) BW. Pasal 1155 BW menyatakan " Bila oleh 

pihak - pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi 

gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang 

ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan tmtuk pemenuhan perjanjian dalam 

hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti, kreditur berhak rnenjual barang 

gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan - kebiasaan setempat dan dengan 

persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan 

bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. 

Pasal tersebut menunjukan kepada kita, bahwa ketentuan pasal 1155 BW 

merupakan ketentuan yang bersifat menambah (aanvullend recht), karena para 

pihak bebas menetapkan lain. Dalam hal para pihak tidak menyimpangi ketentuan 

tersebut, maka barulah pasal 1155 BW berlaku. 

Jika si berhutang atau pemberi gadai wanprestasi, maka penerima gadai 

berhak untuk menjual barang gadai didepan umum menurut kebiasaan dan syarat 

- syarat setempat. 

Untuk penjualan tersebut tidak disyaratkan adanya titel eksekutorial. 

Pemegang gadai melaksanakan penjualan tanpa perantaraan pengadilan, tanpa 

perlu minta bantuan juru sita, tanpa perlu mendahuluinya dengan suatu sitaan. 

Pemegang gadai disini menjual atas kekuasaan sendiri. Hak pemegang gadai 
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untuk menjual barang gadai tanpa titel eksekutorial disebut Parate Eksekusi. 

Karena ia tidak perlu suatu titel eksekutorial, tanpa perlu perantaraan pengadilan, 

tanpa butuh bantuan juru sita, maka seakan - akan hak eksekusi selalu siap -­

paraat -- ditangan pemegang gadai dan karenanya disebut parate eksekusi. 

Pemegang gadai berdasarkan parate eksekusi menjual barang gadai seakan 

- akan seperti menjual barangnya sendiri. Pemegang gadai dengan hak tersebut 

mempunyai sarana pengambilan pelunasan yang diperrnudah, disederhanakan. 

Dengan demikian, pemegang gadai, selain daripada mempunyai hak tagih 

yang didahulukan, JUga mempunyaJ bak mengambil pelunasan yang 

di sederhanakan. 

Kata - kata terakhir pasal 1155 ayat (1) BW menyatakan " ... dengan 

tujuan agar jurnlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan basil 

penjualan itu" 

Maksud ketentuan tersebut adalah, bahwa kreditur mengambil apa yang menjadi 

haknya, sedang selebibnya harus ia kembalikan kepada debitur.Z8 

28 Satrio, Loc it h 120 



4.1 Kesimpulan 

BABIV 

PENUTUP 

Dari penulisan ini dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Deposito Mudharabah dapat dijadikan sebagai agunan pada pembiayaan 

Bank Syariah karena deposito mudharabah dapat dialihkan dan 

mempunyai nilai ekonomis. 

Lembaga jaminan yang digunakan apabila deposito mudharabah ini 

dijadikan agunan adalah gadai. Ini tidak diatur tersendiri oleh bank 

Syariah, tetapi penggunaan peraturan perundangan yang mengatur gadai 

bisa diterapkan sepanjang tidak mengandung unsur riba, ghahar, dan 

maisyir. 

2. Apabila nasabah pembiayaan pada bank syariah yang menggunakan 

deposiro mudharabah wanprestasi, bank syariah dapat memberlakukan 

upaya rescheduling, reconditioning dan pembiayaan ulang dalam bentuk 

al qardul hasan. Apabila tidak diacuhkan bank bisa menjual barang 

jaminan atau menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman. Dalam 

hal menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman, bank syariah dapat 

mencairkan deposito mudharabah yang dijadikan agunan sejumlah nilai 

pembiayaannya karena bank syariah mempunyai surat kuasa untuk 

mencairkan deposito mudharabah tersebut. Pencairan deposito 

mudharabah merupakan aplikasi dari parate eksekusi yang diatur pada 

pasalll55 BW sesuai dengan hak kreditur sebagai pemegang gadai. 

39 
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4.2 Saran 

lembaga jaminan pada bank syanah masih menggunakan sistem hukum 

barat. Oleh sebab itu ada baiknya apabila bank syariah menggunakan 

lembaga jaminan yang diatur sendiri sesuai dengan syariah agar tidak 

tetjadi keraguan pada nasabah yang akan menggunakan lembaga jaminan. 
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LAMP IRAN 



onan Untuk Penernpatan Deposito Syariah Mandiri 

atlon For Pl~ccmcnt In Syarlah Mandirl Depos it 

I3ANK SYARIAI-l 
· MANDIRJ_~ 

d• <!rima setoran kami 
receipt our deposit 

ng . 

~ : 0 Setoran Tunai I Cash deposit 

0 Setoran Cek BSM I House Check Deposit 

0 Setoran Cek Kliring I Clering (.;heck Deposit 

0 Debit Rek. Kaml No./ Debit Our Ace No. : 

O Lain-la innya I Others : 

to SyMiah Mandiri ini tunduk pada syarat-syarat dan kondisi 
rte•a dibalik halaman ini, dimana kami Ielah membaca dan 
ami dan akan mengik.~t kami selaku nasabah. 

ariah Mandiri Deposit is subject to terms and conditions 
ed on the back here which I have read and understood 
h shall be binding on me as depositor 

Tanda Iangan penyetor : 

Depositor's Signature 
p (1 /4) 

Untuk Deposi to Syarinh Mandiri 

For SyMiah Mandiri Deposit 

Tanggal/ Date : · 

Alas nama ------ : 
In the name of 

J 
Jangka Waklu : 

Period 

Bagi hasil tiap bulan akan 

Monthly profits share will be · 

Bulan 

Month 

Nisbah nasabah : 

Nisbal . Bank ; 

Pada saat jatuh tempo pokok al..an 

At maturity principal will be 

,. 

1-- - -· -- -- ------ · - ·- - · ·-- - ·-· - · --------- ----- -- ------ ------

HANYA UNTUK BANK I FOR BANK USE ONLY 
r----==-=====~=·=================================================================-============================================= == 

Nasa bah 

tor's Ace. No. 

embayar~~-B_a-=g'-=i _H_as_il 
Share Payment Code 

embayaran Pokok 

tor's Ace. No. 

uta 
.tat; 

=II I I1TTITITI I II I Ill II IJ Kodc Posting : 

Posting Code rn --: Status OJ --: Jcnls [ 
Status Type 

No. Kelompok Bank 

Bank's Group No. 

No. Kelompok Bank 

Bank's Group No. 

= I I I I I 

= I I I I I 

Dibuat 

Prepared 

No. Rckcning 
---- -
Account No. 

No. Rckening -----
Account No. =ITI I 1_1 I I I I I I I I I I I I I I I_ 

Tgi. Lahir Nasa bah I I I I ll 
Depositor's Date of Birth: 

Golongan Pemilik ; 

Owner Group 

Diperiksa 

Checked 

Disetujui 

Approved 



SYAJ!.AT-SYARAT DAN KONDISI 

· Tan~al Valuta dari Deposito Syariah Mandiri denH~" scto r.1n nt1n tunt~i (t11 i-.. kliri nb,. i nk~Sf), 
dllplkan tcrhi tung sctelah sctoran ~erSt:>but tcrt<lgth. mcnurut pera_tura n Hank v.m b l.:tz11n. 
Nasabah akan menerima Nota Krl'iitt yanK bcrfunF::SI hdnya sd)a~at Cdla l.ln p':'~'~nl.lhuan 
tcnt.ms Ol·~si tn Sy.uiah Mandiri d.1n Bank akan mcmht·rl.lku~.uul y., . ~~..· ~ ··'}1·11 p~..·nc h_;u .• m 
pcrsetuJuan dari Nasabah k.t.'cuali jika dalam waktu 14 (cmp.u bd, ,~~ h.m d1h n!H.l n_lt·h ~tmk 
r.cmbcrit.l~ua ry tcrtulis dari Nasaba~ h.-ntang _o~d.mya ~rbed01:.n ll1 yd lNpos•h • tlnn.u .. s ud 
dcatgim 1\P-hka!'t/P.-..-mohonan pL.,..._--rbi.li.u~ ~'"-r"'"''h' n..uab."'-h. . . . 
t:kpot' ito Syariah Mandiri tidak da~t dtpt~ahtangankan. d~ahl~~n. awu ,.h_b...·lkmk.Jn dcngan 
cara cndoM!':1!·n a_tllu c.:ara lainnya, lu.>t:uah da la m hal dl'f"'loSllo du~alsuJ d!S<'r.,hk.ln ~~paJa 
Bank St.-bagaiJa.tntn.m untuk pclaks •. maan Jtat J"l'rTH.'nuhJn kt'h'olJih.m J.l.l!o hut.m~ 1\.,,s,,b.th 
kcpada Bani:.. 
Pencairan Depositn dapat dilakukan ~eh n.asab.lh sc~diri .1tau ~udsanya _ t .... ·rdasa rka n o;urat 
kuasa Y.ang sah mcnurut hukum. ApabiLl. na....aba~ mcnm~~1 1 _Jum.t, ma~1 Jurnlah Y!mli t ~·rtcr .1 
dalam Bil)·t.>t OepCl!" ito terse-but bt.'St.'11a ba.gi has1lnya .-k.an d•Nyark.;m kcp.1d,, anh wansnya 
yanJ,i s.1.h mt.'numt hu k.:.~m. 
i\p.lbila llil yt•t pt·pus ito hilantt/llkur:. n .u;,,b ,~h _ h.uu.!l ~q~t · r ,'l nw l.lpud .. tn ~t•p.l d .1 ll .•.nl 
J4.· n~.lll dllamparl :,m,, t k~.•h•r,nlt:·"' hll,mh. d.u1 ll:.t•pt•IP•I ·IU N,p,,J\ •.Ih bnt.m\.r. ull }; _1·1\\ .1h 
at as scga l.l ..... ·muny. ldna n ya ng limbtll oll.l s p~.·ny.JI.d\~u~' ·'·'ll dt' J''' "i . u t t·r~ l' b ut. 
Deposito Syariah Mand iri hanya dav.o'lt Jib.l)·ark.'ln pa da l <m~h':'l Jdluh t.:mpu J• l.tnt...' r B.ut ~ 
diman.1 dl.-p<?Silll ini dibuka 1:"':rt.1n1.1 kali '-'"lam n~1t.1 Ud':\~ J<.u/''·'h dl.'l_lh.mnwnrl·.r.thL:.m A ... h 
Bilyt.'i Dc~~ito. 1\.-slarikan S('bagian atau Sl'luruh.nya ali:L'Ii JUHll;l 'Jt•ptlSato sd,.·hun pt uh k mptl 
tidak diJ~'rk,lilnkan. 
Atas pt;rnll<ol}' iUOUl Bilyl1 ~·.'lt.~i tu htluh ll'lnl'll Y·'"~ r ·•d.l ""'' j )l'l)~·mpnt. I ~ \1\Y·' du n ... tr\ll :-o ll~ lll 
11ntuK dikn-ditk..1n k.t~ relwning giro/ Ta~n~n. Bank ak..m rnt....-nblt,ktt rdu·nmg f~t l l\ ll t b_.lll I (:'lm 
...ctx.-s.1r oomi·1al Bilyct [)cpos1to'S..1mp~ 1 <ftingan nas..1ll3h m~n)'t 'r.1hk.an As_ll Hll yct _IJl · pt~:-o l lt , : 
untuk instruk.sl transf~r b,uu akan d•talank:an sett? l.lh Ash Bi lyd Ut?pO'- tl' l thtl.' n md Banlr.. . 
B••gi h.1sil a t a~ Ol'r osito Sya! ,ah ~1a~ldiri tid a~ ?k.~n di.l'"'rhitun~k ;n, ~~~~ ud.1h t.mg!!~• l _ /· <Jtuh 
tempo ch 'lJOSihl . Bi b Dq H)Si to SyanJh MJ ndm d'P'''I' 'Hiii\ 11 ~ m.1k:1 i\m.b.lh b,\).: 1-h,,..,, ,\t .l!'> 
dl~ J>OS itu crst•but ditct.pkan St..~uJi d l'nf:a n Ni~b.a h y,ul~ he rJ.,J,.,u ~,, d ,, .... 1.\ l ~·\_· r ~l· •nj ~\1\}~· ' n . 
OJ lam ha l Dep osito Syaria,h ManJin dibuku ka n ala!- n . ll ll<l _ (du .1 ) ' ' r ''" h· m.1k<1 : 
a. L'n. L._t k dcrosit~ de~lg<m status .. ~T ~U'" ~rt"' "D~N'' / ATA U" . .:p,,hil_.a ... dah !-l>,ltu pihak 

mrmn~l Jullla; pall..\k yang mas1h ludup at.,u ahh w ;,ms j'ang S.Ol h m~.·mumt huku m bCrh.lk 
n\C'n.olrik jumlah yan~ b•rlt.!r.l p.:Hb Uilyct lA.>pf~itu h .. ·l~'l 1ul -.~,.-t.a h.tp h.h •lny.t p.xl.1 t,m&;,tl 
~\luh lt'nlf'O. 

b. Untuk ~posito d!!ng.m status "DAN", iiJ'·'bil>l ··.JI,,h !i.ltu piiMk mcn1ng~;o.~ l duw ,1, pih.a lr.. 

l'ang masih hidup dan ahli waris yang sah mt>nurut hukum dMi y.mg nll'ning,;al duni .t 
'Crtiak mcnarik jumlah yang h .. -rtL•ra paJ tt dcpc-5itulcrst.' bu t scrt.l b.l};l hasilnp1 paJa l an!-)g<~l 

ia tuh tc'mpo1 jika salah satu mclaranR pemO.-\)•dr<:u• ju ml<~h kr~.'hul kcpadil pil 1.1k l.1innya, 
B.-u1k tidali a~ mt'lnb.l yotr, l..t\.·uuli pih.,k \"an~ l'll.~n..m~~kut.m tt-Ll h UW.1Wl'k-s.ul:an ~~· Lu.u w.t 
d;-.n tclah d itcrirM olch Hank pt.·mbcrit",,hu.ln h:rtulis yan h dit .lnlfatdnr,.mi ., Jt-h pih.1L 
l'<'rpCrkara. 

B.mk ti0dk bcrkt.'wajib.ln atau bcrtanggun}-; jaw.tb kt•pad.l 1\ol!'-o.lb.\h ol l ~I S ~ l'l i,, p pt'n?;ur.H\g.m 
k.1 rt'1lo\ pajJk/bc.a. at.tu ~·nyusut"n nib1 d.'ln J.m.l \'0\ng dikn'ltitk,m J>..IJa l {ekl'J\ 111 )~ l o~mtW•' d.m 
rd~cnin~ tkpoSit fl h:r!tchul, pt' I\ Yil ,\ ,11\ r ,111 .,; '"' r!<> i(,ll ,\ .. Y.lf•llfl , ,11.1\1 "t.' h.llt.-wb,lb "''' jt•n i· .. d i\ u,lf 
Ldo.~ JJ!M\ .11\ rnmk. 
Ba nk ~tiap waktu dapa t d tdS kdJi j.lks.m.l..l n ~ nd iri llH'Illl'Huhi M.' hu uh \..cw. , ph. II IIIWn~;•"~~-11 
Rckeninf; i" engan mcngirimkan pcmlx·rit nhu.1n kl•p"da N.lSilbJh pclJ a a !Jm.lt v.m~ d i~t·hu t 
Jibalil in i, a t~ tagihan-tagih..ln yan1; dimiliki Uan~ i't.ls d.ul.l n.1sab.1h p.td.l l{l· k~;ni n~ lt.'~·but 
vang harus d1havar ulch nasab..11l. · 
Pt:ruba hi\n nania . al.1mat, tanJ,, ldll);J I1 dan h .1l-ha l y .u 1~ uwn yi u tp.m~ d .~r t k, ,·h · r ,tn~.m · 
kd L' ran_g.l n y.1ng pc rn.lh J ihaik.u1 kt.' jl d do~ H.mL, fiMu s d ihl' rit.lll u ~.ll l ' l'l<H.l k rt uli" 
k~·~).)Ji\ Bank_dcng.lll scgt•ra . Nols .. '\b,lh l'll.:r drlg~un~ jJW,\h J-'lt!rl uh .1ta.., ~·f:.d ,\ pt•n ~ • . ll,\h~\ lll.l.tn 
B1 YL't Dcpc,,Sih.l. . 

TERMS AND CONDrnONS 

1. lllc VJiuc of Sv.1ri.1h 1\l.m .. Jiri Ot.•J"'It lSit With nm~~tsh dcp<?Sits (e.g. cl~.•.uing. d,•1)osit, n lllt..'Ction. 
t•h::. ) wil l va li J .1f 1t•r tlw items dfccti\'cly collt·ctcd according to bank's rcgulo1tion . 
lh.· o...,...- ~tnr will "-'-l.;Vl' in dut' t,~. ar"-t Adn.·c rl Ad\ ~-e rf Credit whia..il is only a memor..w.Jum 
,,[ Sy.m.1h M.111d iri t >...·1"'!<> '1 ,tnd Jl.ml will n ·~.ud it ,,s nmfirm hy t~ £.A·J"'Sitor unll .. :s within 14 
lft•u rtL:'--'" d.tp•) from i '$ d.11t' , ,, writll'n ntlhCI.! to th,~ cuntrary ts rt.'--eivt'd oy the bJnk (rum tilt!' 
(:\•p<lSJtnrs. . 

2 

J. 

.. 

"I he S) .u-i.1h t-. f.u'k lin I ), ., ,~it h' ht~.·h i~ i.••Mk'-.i Uy tl•· B..ulk Sy.lriah M..U'l&..llri S(1lciY. umit.'f' tht• ow01.'f"s 
n.mw is no t nq;Piit~ b l c, anJ l~an no t t:-_. tr.msfcrwd or d'ki rgc to L'itht..'f by enC:iOI"'CrT''!nt ur other 
\ .. ',\)', l'~l..-\'1'1 1 in till' t'Vt•nt tl'\.. tt lht• [)\_•po~ih•rs ~l'\o11J b€_• llf bf..~Onlt' indebted \0 ll\l• r ,U\k then lh1.• 
b.mk "I'L1l I ~· ,tt lih.•rt y .11 .1ny link' to St.'t oH tht: dcposill...'\.1 sum or any part tltl.'fl.'OI ag..slnst such 
itl\.lt •hh~l nt.."5t.'i. 
\VithJ r.twal ll{ the S\'Mi.:lh M11 ndiri Dt•p(lSit may bt.• dor ~ by the Ot.·~itur or his/her .tttunlt.'y 
I rL•p rcH·n t.l t iv t•s ba~c un lh l' cvidl.!rKt' \\-' hich is 1"-'gal accuruing tn lh 1.• c-xistin~ law . 

5. H this ,\J\'il.:l.' is mi '>S IIl~ or siPit•n, ti lt! ownt.:r is obli~t.-d to imnlt.odlatdy notify the B.1nk in writing 
.H'HI,:ndo!'> in)~ . " Police- Kqx 1rf' . TilL' owner is fully rL"SJ~.msiblc for any a buM.' of this advicL· . 
\Vilhd r .H\',IIt~f tlu" '-l ~· .,n.ah M.uhliri l ~·~)tl"it ""'Y ['11,.• nMdt• un dM• m.durlty d.lh' ill Hupl.th ,,t 
thl' ,lf fh't• ull h l· l\ ,u1lr.. w h l'H" Mllh dq'<"'it w,\s iuiti.JIIV nwdc, by 5Urrt•nd~.•r i ng the urigiiMI nf 
the Sy.ui,th Mandiri 0 l'posit. WithJraw,,ll'ithcr in p:ut or in fully agaiust tht! amounl or tht' 
Dcp~. ,:-o i t bc(nrt• thl.! m.1tur ity dolll' Mt.' rwt i\ llowt..•d. 

7. Instruc t inn m.ld l.' by tlw dl.!/lliSih•r fur payment uf tht• amuunt of thf: Syariah M.mdiri O..•ptlSit 
11 n m,, tu rit y J.llt' b hy l' H'l it in~ tlw cu~r~.·n t/ s.lVin~s .tec<lunt ur trans(~. r ._T~'"' Bank _will IJh• 
'" ,.,J.., h 11 ly fo r tlw .., um of tlw Dq\ot.l'>ll Ill r ustumt•r s accuunt until the ongmal adv1cc u( tht.• 
Sy.ui;1h ~\.u,diri Ot'j'IIS it h.1s 0.."Cn rt..•cci\'t..'ll by the Bank. . 
l'tt1fit , )l.uing tlf lht.• Sy.tri,,h ~1.mdiri IA·ro!>it is not rountl-d atu.-, the maturity datt.•. U tlK." J?eptlSit is 
., . ,~wnl Llwn th~..• ttis(\11 1 l'n1fi t ~h.uirlp, applic-able lht:.re to is subjf.d to thP pn..·valls un such n'l'll""V,\1 
d.lll'. 
In tht· t'\t'lll u t till' ~' .lJI,l h ~l.mdiri l:>t·~>s i l ~Kn,unt b.·inr, , pt .. -'lll.'li in tlu .. • name of 2 (two) pl' I"SSOl.CO 
t lk'll tfll.• fl)ll llWIIIK J'I\I\' I,IOil -.h,,tJJ h.l\ 'C d ft'<1 : 
,, Fo• till' dl'j)'h it w ith tlw ::.ta tu ~; ''"'" ., nJ ";md/or ... in case one o( th ~.. dcpcl'!"itors dies, t h~..· 

~un iving 1older or the lq;.1 l h \_·ir~/ bcndicinry shall be cntit!cJ to wilh to withdraw31 the 
.l i i\Cl tmt nf lhc dt! pnsil ~nd is \1rofit ~h.uing on maturity date. 
h 11 th,· dq1o!'> il w1 th tlw !<> l.•tus ·.md" in ClSl' nl\l' of the depusitors d it>S, tht· survivin~ hol,fl-r 
or tlw lq:. d )l,·, r-.j bl·IWIH.iMy ._H.'\OI'ding to the law, shall b.• cnthll-d to wi th tu withdrJWJI 
th~.. ,~mount uf d l'll;ll:. lt ami its profit .. n.1ring on maturity dntc. In case onc or the dt.'JX?Silors 
r~lrb h.i P" r melll ,, , the total il OlOUnl dcpos~ted to otherJ'arty, the amount deposited ~h<. ll 
not l'X' payal- !l• by the B.mk unless the partJL~ concea ''-' h.av~ pro~"'- riY stellet.i the ma..ttcr, 

. _ .1nd f ~l r w.t rd l• t,l tlw s l'ltl l•d m.att \.' r in written_ and signed b\' t~c parties concerned. 
IU. I ht: B.mk ,, not _, ,bh ~;ed t•r reS\'Uil~ i b l c to the de~sator ror any dL-duclLon due to the taxes or 

d u llt~ nr d,·p rl'Ct: lltm nf the v.l ut• ll( thl.' fund crNitl't.t to the at'('ount uthcr then th~ dl"po!iito(s 
:' (('Olin\ , il ltJt"hlllc lll o l w h il ll'\ll' r d tarth.'h•r or any oth~r reaton beyond the power or tht! Bank. 

11. Ox• R.ml.. n'I.IY ,\1 ,111\' time ,It is its own d lo;m.-tion fulfiU it's l"flt:i.reobli~ withn.~t lo\b!Am::rwll 
hy fi H'\'\' ,, rd in~· " 1. -r h• t}w d''l""' itor .lt tht.• ,\ddn.""5 writU'I"' atlhCll..-.:k nl thi.~ apnU.catitMl wilhnut 
rq;n..,.., to tl w.: h,tnl... " '· dr.I\H'r, w!I M. h !<>h .. lll b.· l"''id upon the Dt.~tur's in'>lrudion in tJy• amount ol 
tht• b.d.tnn• ol thv ~.: rl.'J~ I .11 ti ll• t i n ~t • in the .X."\:uunt l~l-tht.'l' with otN..'I' du..ll.llL'flt ir any n'(/uin.U at 
~;;Jrh~ :~~~ of th .. • IJ.ank 1t self to tr.uiSfl'f to tl'll! dt..ll()Si ''r tl'r collection OWI')("Ci by lht.- Bank rom tht• 

12. I he B • .:mlr.. !'> h.lll _ imm~...,_ h,\ ldy ~'-' l"lilll l il 'li in w1itin~ uf the ch.11lgJ!ti n-10"-', adt..n.~ siS!l.:'tun• and othl'r 
t i i.Jitt·~ ,h·\ 1.1111\}; tr,,rn tlw ml••ntt..lh''"/:wt'n to the Uomk ('IOL.'C. ·n~ DcJ)I.-....,tors ls fully n."Spunsiblc 
IPr .my .lhll"' ' 11f tltt • r\dn .. t · 11( lht .. ' S)'olri.l 1 M.mdiri 1\..l"-e;it 


